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KEPUTUSAN PRESIDER RE RS
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KAMI, PRESIDEN REMUBLIK INDONESIA

4

Menimbang 3 1., balwa kebidjaksanaan kenfrontasi terhadap Malaysis
telah berkembang dari titik berat kenfrentasi fipik
ke kenfrontasi sosisl pelitiky #

2. bahwa berhubung masih adanja kogiutan-k:tintnn ge~
riljs pelitik dan gorilje ekomszmi Jang dilakukan o-
leh oisa kekuatan kentrs revelusi, maka dalam rang-
ke mengsmanksn dan mensukseakin tugas pekek dan pro-
gram Kabinet Ampera, dirasa perlu adanja aparat chue
sus jang dapat mexbamtu Pemerintah untyk memperlane
tjar pelaksanaan tugasnjaj ;

3. bahwa berdaserkan pengalamen, aparet Kemande Ganjang
Maslaysia/Kenmande Operasi Tertinggl dan Penguass Pe~
hk;m Duikera Daerah telah membuktikan kemanfaast-
annjaj

4. balwe berdasarkan pertimbanganepertimbangan diatas,
perlu puls merubah Komendo Ganjang Malaysia mendja-
di Xomande Operasi Tertinggi dan Penguass Felaksana
Dwikora Daersh mendjadi Penguusa Pelaksana Daersh;

Roﬁiﬁgtt '3 Pasal ¢ ajat (1) dan Pasal 10 Undank-vmns Dasarg

Memperhatikan: Ketetapansketetapan MPRS dslam 8Sidang -Ymum ke IV Ta~
hun 1966) :

Msndenger § Presidium Eabinet Ampera pada sidang KOGAM tanggal £2e

Agustus 1966}

'l

MEMUTUSKANTZS$”

Menetapkan 3§ PERUBAHAN KOMANDO GANJANG MALAYSIA MENDJADI KOMANDO
OPERASI TERTINGGI DISINGKAT KOTI dengan tugas pokek,
fungsi dan erganisasi sebagal berikut

BAB-] '
XOMANDO OPERASI TERTINGO
Pasal 1

TUGAS POKOK
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JUGAS !OKD! .
' Komande Operasi Tertinggi disingkat KOTI, mempunjai as
pokok membantu Pemerintah menjelenggarakan l’xoaatmiku::tm
Operasi untuk mengamankan, memperlantjar dan mensuksesksn Dwie
Dharma dan TJjatur Karys Eabinet Ampera dengan mendasarkan kee
pada wowenang Pemerintah jang ada,

Pasel g,
EUHGSY

KOTI, sebagal alat pembantu Pemerintsh mewudjudkan kegle
staneikegiatan j terkeordinasikan dan terintegrasikan, une
tuk dapat mengambil tindakan jang tepat dan tegas, jang mee
liputl perentjanaan, penjelenggaraan, pengondalian dan penge
:wua& :poru «operasi pelaksanaan kebidjaksanaan Pewerintah

ersebut,

Pasal 3,

(1)s KOTI dipimpin eleh Presiden/Panglima Tertinggl Angketan
- Bersendjata Republik Indonesia, - ‘

(2)e Presiden/Panglims Tertinggi dikantu oleh sebush Musjae
warah Komande J terdiri dari Presidium Xabinet -
pora, para Menteri/Panglima Angkatan dan Menteri-Nentee
ri/Pendjabatl/Tokeh? lainnja jeng dianggsp perlu. ;

(3)¢ Pada XKOTI ada sebuah Btaf Gabungan jang dipimpin eleh
seorang Kepala Staf dan divantu oleh seerang Wakil Kee

pala Staf,
(4)s Staf Gebungan terdiri dari s
» Gabungan - 1 » Intelidjen.
» Gabungen « 2 . Operasi Militer,
- = Gabungan » 3 . Uprusan Tenaga.
» Gabungan « 4 . Legintik,
& Gabungen - § . Operasi POLEXS0S,
=« Gabungan « @ ®» Telekemunikasi,
» Gabungan « 7 - Anggaran,

» 8eksl Pengerahsn Tenaga.
» Seksl Penerangan,
» Sekretariat Umum,

- (B)e Tiepetiap Gabungan dipimpin eleh Ketua Gabungan, Sekree

tarist Umum eleh Sekretaris Umum dan 8Seksi oleh Ketua
S8eksl, jJang masing-masing dibantu oleh seerang Wakil ae
tau sedanjakebanjaknje £ Wakil,

(6) oUntukecese
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""" (8)s Untul dapat melaksanakan tugas pekoknja didserahedaerah,
K0T membawahkan PenguasaeoPenguasa Pelaksana Daerah,jang
kog.duh: n:ugu dan vewenangnjs diatur dalam Bab II Ke~
»m an ™ » ; ,

(7). Apavila utng:n..norlu. KOTI u»e nenbontuk Badan~Baden
; Polaksans lainnjs berups Mandalaedandals Pertshanan dan
Kesatusn-Kesatuan Tuges lainnjs menurut keperluan,

g (1)s Penguasa Pelaksana Daom..« disingkat PRPELDA, berkedue
e dukan dibawah dan bertanggung djawed kepada KOTIX.

(8)s Penguass Pelaksana Daerah diangkat dan diberhentikan
" eleh Presiden/Panglina !"mhtm Bersend jata

- Republik Indenesia dan dae nja ditetapkan dee
ngan Keputusan KOTI.

Pasal 8,
TUGAS POKOK

PEPELDA iortugu pokok melaksauaken Operssi-Operasi die
» daorah sesusi kebidjaksanasn dan perintsh-perintsh jang tee
lal ditetapkan eleh KOTI. '

Pg al 8,
FUNGSI
| PEPELDA mempunjal fungei mengkeerdinir ddn mengintegrasie
kan segala koglatan-ksgistan didaersah Jung meliputi perentjae

naan, penjelenggarasn, pengendalian dan pengawasan operasieg
pelaksinain Kesidjaksanean: jang telsh divetepkan olen EOTIs

Pasal 7,

ORGANISASY STAF,

(1) 4 Untuk membantu PEPELDA dalam melaksanakan pekerdjaane
nja sehariehari, diadaken sebuah Staf, jang disebut
Staf PEPELDA, Jang dipimpin oleh seorang Kepala 8tsf,

(2).000000
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(2)« Susunan organisasi, tugas dan tatakerdja Staf PEPELDA
diatuyr dengan Keputusan tersendiri.

Passl 8,

WEWENANG,

PEPELDA dalam melaksanskan tugasnja mempsrgunakan we-
wenang Jjang dimiliki aclatw-alat kekuasaan Negara jJeang bera-
da didaersh hukumnja, ‘

BAB-11]
LAIE-LAIN
Pasal 9 '
FENBIAJAAR,,
Pembiajaan KOTI dibebankan kepads Anggersn Pemerintah
Tertinggt.

Pasal 10

(1) Peraturang jang telah dikelusrkan oleh KOTI atau KOGAM
sebelum ditetapkannja Keputusan ini, tetap derlaku se~
lama tidek ditjabut, dirubsh, ditambah dan tidak bere
tentangan dengan Keputusan ini, -

(2) ¢ Halehal jang belum diatur didelsm Keputusan ini akan
diatur tersendiri,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO




